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JAKARTA - Kontroversi putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) tentang
batas usia calon presiden dan wakil
presiden (Wapres) terus dibanjiri
kritik dari banyak kalangan. Terma-
suk praktisi hukum dari kampus-
kampus ternama. Setelah putusan
tersebut, hakim MK pun dilaporkan
atas dugaan pelanggaran etik.

Karena itu, MK bakal segera mem-
bentuk Majelis Kehormatan Mah-
kamah Konstitusi (MKMK) untuk
menindaklanjuti aduan masyarakat.
Setidaknya ada tujuh laporan dugaan
pelanggaran etik. Baik yang tertuju
kepada Ketua MK Anwar Usman
maupun delapan hakim MK lainnya.

HakimMKEnnyNurbaningsihmenutur-
kan, terkait putusan MK tentang batas
usia calon presiden dan Wapres, me-
mang banyak laporan yang masuk.
Saat ini sudah masuk tujuh laporan.
Baik melaporkan sembilan hakim MK
maupun hakim yang menyampaikan
dissenting opinion."Sayadengarmalah
ada 13laporan, walau belum pasti; jelas
Enny di gedung MK kemarin (23/10).

Menurut Enny, MK telah menggelar

rapat permusyawaratan hakim (RPH)
untuk membahas laporan dugaan
pelanggaran kode etik itu. Hasilnya,
MK akan segera membentuk MKMK.

Mereka terdiri atas tiga anggota, yakni
Prof Jimly Asshiddgie (perwakilan
masyarakat), Prof Bintan Saragih
(perwakilan akademisi), dan per-
wakilan dari Mahkamah Agung (MA)
Dr Wahiduddin Adams. "Sesuai
regulasi, memang MKMK harus dari
tiga perwakilan tersebut,’ jelas alumnus
Fakultas Hukum UGM Jogjakarta itu.

MKMK diharapkan bekerja dengan
cepatuntuk memutuskan semualaporan
tersebut. Tentu, MK menyerahkan
semuanya ke MKMK. Hakim konstitusi
tetap berkonsentrasi pada perkarayang
ditangani. "Surat pembentukan MKMK
ditandatanganiketua MK. Ya, memang
begituprosedumya; papar perempuan
asal Pangkal Pinang itu.
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